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ABSTRAK :   bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, maka 
dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju 
wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani 
(WBBM). 

   bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini 
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja 
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 
wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Pasuruan. 

 

   Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini 

adalah :  

   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelnggara Negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 196), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783), Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 441), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.  



    Dalam Keputusan KPU Nomor 6/HK.03.1/3514/2022 Tahun 2022 diatur 

tentang :  

    Menetapkan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM 

di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Tim Pengarah dan 

Tim Pelaksanaan, yang mana tim pelaksanaan terbagi dalam 6 bagian 

diantaranya adalah tim manajemen perubahan, tim penataan tatalaksana, tim 

penataan manajemen sumber daya manusia, tim penguatan akuntabilitas 

kinerja, tim pengawasan, dan tim penguatan kualitas pelayanan publik. 

  
Catatan :   -  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak 

sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2021. 

 


